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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Eksistensi Peradilan Tata Usaha sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan masih belum 

tercapai. Hal ini disebabkan, karena paradigma sebagai payung berpikir 

masih mewarnai cara-cara berhukum di Indonesia. Inilah yang disebut 

dengan istilah, positivisme hukum, yakni sakralisasi teks hitam-putih 

peraturan perundang-undangan. Fungsionaris Peradilan Tata Usaha Negara 

cenderung terjebak dalam cara-cara berpikir yang legalistik - prosedural, 

sehingga keadilan administratif yang menjadi tujuan daripada para pencari 

keadilan melalui Peradilan Tata Usaha Negara tidak tercapai. Di sisi lain, 

proses pencarian keadilan (searching of justice) dalam tataran teoretis, 

juga menjadi penghambat untuk mewujudkan keadilan administratif dalam 

Peradilan Tata Usaha Negara yang bermuara pada keadilan substantif. 

Namun demikian, konstruksi pemikiran hukum post positivisme dalam 

bingkai negara negara hukum Indonesia merupakan usaha-usaha untuk 

membongkar cara-cara berhukum positivisme tersebut. Post positivisme 

menghadirkan hukum sebagai kesatuan dengan ideologi Pancasila, 

sehingga Pancasila dalam kaitannya dengan hukum adalah indikator untuk 
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menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha 

Negara agar keadilan substantif dapat terwujud. 

2. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat pencari keadilan 

untuk mendapatkan keadilan administratif dalam Peradilan Tata Usaha 

Negara, antara lain: 

2.1. Kendala yang bersifat teoretis, dominasi cara berpikir positivistik dan 

kemapanan berhukum seperti itu (positivisme), telah membelenggu 

fungsionaris Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada 

keberanian untuk menggunakan cara berhukum post positivisme, 

misalnya melakukan pendekatan hermenutis terhadap suatu 

Keputusan Tata Usaha Negara. 

2.2. Kendala yang bersifat yuridis, yakni belum terbangunnya sistem 

hukum yang baik, sehingga berakibat secara menyeluruh terhadap 

substansi hukum, budaya hukum dan kesadaran berhukum di 

Indonesia. 

2.3. Kendala yang bersifat pelaksanaan atau teknis, yakni reformasi 

lembaga kekuasaan kehakiman, khususnya Peradilan Tata Usaha 

Negara, masih belum terwujud. Akibatnya, tidak ada self respect dari 

badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat untuk 

melaksanakan suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara. 

3. Upaya untuk mengatasi kendala yang bersifat teoretis, yuridis dan teknis 

pelaksanaan 
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Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, hukum seharusnya dipahami 

sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai atau netral, melainkan sarat dengan 

muatan ideologis. Di Indonesia, hukum harus diarahakan pada Pancasila 

sebagai ideologi negara, agar keadilan substantif dalam Peradilan Tata 

Usaha Negara dapat diwujudkan. Di sisi lain, diperlukan progresifitas 

hakim sebagai fungsionaris Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai 

peranan penting untuk memberikan keadilan administratif terhadap para 

pencari keadilan yang menuju pada keadilan substantif, disertai dengan 

pembangunan kesadaran berhukum. Perbaikan sistem hukum, budaya 

hukum, dan substansi hukum serta kesadaran berhukum, niscaya akan 

menghantarkan Peradilan Tata Usaha Negara pada cita-cita sejatinya, 

yakni sebuah lembaga yang dipercaya sebagai pengawal kebijakan-

kebijakan negara (the guardian of state).  

B.  Saran 

1. Perlu upaya-upaya untuk mengubah cara-cara berhukum yang masih 

diwarnai paradigma positivisme, yakni dengan menghadirkan 

fungsionaris-fungsionaris di Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki 

keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan hukum, apabila suatu 

teks peraturan perundang-undangan menghambat proses untuk 

mewujudkan keadilan substantif. 

2. Dalam tataran praksis, fungsionaris Peradilan Tata Usaha Negara, harus 

memiliki integritas, sehingga tidak memutlakkan cara-cara kerja 
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positivisme hukum, atau memutlakkan cara kerja hermenutis di sisi lain 

atas nama keadilan, melainkan menerapkannya secara proposional 

3. Tranformasi paradigma dari postivisme ke post positivisme, bukanlah hal 

gampang. Oleh karena itu, Pendidikan Tinggi Hukum sebagai saluran 

yang melahirkan kader-kader aparat penegak hukum, seharusnya sejak 

dini membangun kader-kader aparat penegak hukum yang progresif dalam 

berhukum. 

4. Perlu pembenahan sistem hukum, budaya hukum, dan kesadaran 

berhukum, yang semuanya dilandasi oleh semangat Pancasila sebagai 

ideologi negara. 

5. Revolusi sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila, harus dimulai 

melalui pengakuan kedaulatan rakyat yang menyerahkan sebagian 

kedaulatannya kepada legislator-legislator dalam bingkai ketatanegaraan 

Republik Indonesia. 
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